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Abstract

The situation these days we see no effort certain groups that seek to divide NKRI
both from within and foreign countries. Currently, Indonesia has lost its way
and the grip of ideology in the life of nation and state. The reappearance of
the Islamic economic system, both in the world and Indonesia as we have seen
since about three or four decades has led to a variety of views and attitudes.
It is undeniable, that the designation of Islamic economics spawned a diverse
impression. For some people, the word “Islanm” Islamic Economics positioned
on a very exclusive place, thus eliminating kefitrabannya as order value for
all manfkind (rabmatan lil'alamin). The concept of well-being (rabmatan
lil'alamin) contained in Islaniic economics ains to realize a just and prosperous
society baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur can be a safe and prosperons
country and can realize resistance NKRI.
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Abstrak

Situasi akbir-akhir ini kita melihat ada upaya kelompork-kelompok tertentn
yang berupaya untuk memecah belah NKRI baik dar: dalanm maupun negara
asing. Saat ini Indonesia telah kebilangan arah dan pegangan ideologi dalam
kehidupan berbangsa & bernegara. Kemunculan kembali sistem ekonomi
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Islam, baik di tingkat dunia maupun Indonesia seperti yang kita saksikan
Sejak sekitar tiga atau empat dekade belakangan ini menimbulkan berbagai
pandangan dan sikap. Tidak bisa dipungkiri, babwa sebutan ekonomi
Islam melahirkan kesan yang beragam. Bagi sebagian kalangan, kata
“Istam” memposisikan Ekonomi Islam pada tempat yang sangat eksklusif,
sehingga menghilangkan nilai kefitrabannya sebagai tatanan bagi semua
manusia (rabmatan lil’alamin). Konsep kesejahteraan (rahmatan lil’alamin)
terkandung dalam ekonomi Islam bertujnan mewnjndkan masyarakat yang
adil dan makmur baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur yang dapat menjadi
negara yang aman dan sejabtera serta dapat mewujudkan ketahanan NKRI.

Kata kunci : Ekonomi Islan, Model, Alternatif, Strategi, NKRI

PENDAHULUAN

Situasi akhir-akhir ini kita melihat ada upaya kelompok-kelompok
tertentu yang berupaya untuk memecah belah NKRI baik dari dalam
maupun negara asing. Saat ini Indonesia telah kehilangan arah dan
pegangan ideologi dalam kehidupan berbangsa & bernegara. Hal ini
sangat berbahaya karena pemerintah tidak tahu harus membawa Indonesia
kemana tanpa visi yang jelas, sementara digerogoti oleh elit yang korup.
Pemerintah hanya bersifat reaktif dalam menjalankan tugasnya, tidak
mempunyai program rencana ke depan. Rakyat terlantar, terutama setelah
kenaikan BBM yang memukul roda perkonomian rakyat. Rakyat yang
daerahnya kaya sumber daya alam harus mengalami kelaparan, busung
lapar, penyakit merajalela. Permasalahan lain adalah penggusuran dengan
ganti rugi yang tidak mencukupi, harga barang-barang membumbung
tingei, biaya berobat yang mahal, pendidikan mahal akibatnya rakyat
menjadi bodoh. Rakyat menuntut kemerdekaan karena ketidak adilan,
sumber daya alam dikuras oleh negara asing sementara Indonesia hanya
mendapatkan sebagian kecil. Situasi ini dimanfaatkan oleh negara asing
seperti Amerika, Australia, dan sekutu-sekutunya untuk mendukung
kemerdekaan daerah-daerah tersebut dengan maksud apabila daerah tsb

merdeka, mereka akan lebih menguasai secara keseluruhan sumber daya
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alam dan pemerintahaan baru akan sangat bergantung pada negara asing
seperti Amerika, Australia, dIl untuk mendapatkan pinjaman. Siklus ini
akan terus diterapkan didaerah-daerah lain. Negara-negara imperialis
semakin mengukuhkan dirinya pada negara yang baru berdiri.Contohnya
adalah Timor Leste dan yang berikutnya adalah Aceh dan Papua.

Rakyat dihadapkan dengan aparat polisi dan TNI dalam
memperjuangkan hak-hak rakyat tertindas. Sementara Pemerintah dan
para elit hanya mementingkan keutuhan NKRI, tidak memperdulikan
rakyat. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pendiri bangsa, saat
ini tidak dirasakan oleh rakyat kecil. Hak-hak rakyat seperti Pendidikan,
Pekerjaan dengan gaji yang layak, Tempat tinggal yang layak, Kebutuhan
dasar telah dilupakan oleh pemerintah dengan alasan uang negara tidak
mencukupi harus hutang dengan negara-negara asing. Rakyat telah
dibodohi, nyatanya adalah pemerintah tidak becus dalam menjalankan
ketatanegaraan. Gerakan-gerakan rakyat harus menghentikan siklus
tersebut, dengan tidak mendukung kemerdekaan suatu daerah tetapi
harus memperjuangkan kemerdekaan hak-hak rakyat yang tertindas
oleh rezim. Menjaga kemerdekaan Rakyat Indonesia = keutuhan NKRI.
Kemerdekaan Rakyat tidak dapat ditawar-tawar oleh kebijakan politik
apa pun bentuknya.

PEMBAHASAN

Ekonomi Islam di NKRI

Kemunculan kembali sistem ekonomi Islam, baik di tingkat dunia
maupun Indonesia seperti yang kita saksikan sejak sekitar tiga atau empat
dekade belakangan ini menimbulkan berbagai pandangan dan sikap. Ada
yang menentangnya, ada yang skeptis, ada pula yang akomodatif, namun
ada pula yang malah menerima dengan tangan terbuka.

Perkembangan gerakan ekonomi Islam di Indonesia kendati relatif

terlambat dibanding beberapa negara lain, termasuk dari Jiran dekat kita
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Malaysia. Perbandingan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia
misalnya antara dekade 1980-an dan 2000-an sangat jauh berbeda, baik
dalam tataran praktis, apalagi dalam tataran wacana. Ini tentu sangat patut
di syukuri, betapapun perkembangan tersebut masih terus berlanjut dan
hujan kritik terus mengucur dari banyak pihak dengan berbagai ragam
pandangan dan latar belakangnya itu.

Dalam tataran wacana misalnya, istilah ekonomi Islam atau ekonomi
syariah sudah sangat merata, hampir setiap orang pernah mengatakannya.
Berbagai seminar, konferensi, workshop, dan simposium tentang ekonomi
Islam sangat sering dilakukan dan dihadiri banyak peminat, baik di tingkat
lokal, nasional, regional bahkan dunia. Kalau dulu rasanya sulit mencari
sumber bacaan yang membahas persoalan ekonomi dari kacamata Islam,
maka dewasa ini sangat banyak makalah, publikasi dalam bentuk jurnal
bahkan buku teks yang membahas ekonomi Islam. tidak kurang bahkan
beberapa media, baik dalam bentuk surat kabar, tabloid atau bahkan
majalah yang sangat secara berkelanjutan mengangkat isu yang terkait
dengan ekonomi Islam atau syariah. Perkembangan yang sama juga
terjadi dalam dunia maya. Cukup banyak situs yang secara kontinyu dan
sistematis menawarkan wacana ekonomi Islam.

Dalam tataran praktis, juga terlihat geliat yang sangat
menggembirakan ketika bank atau lembaga keuangan Islam lahir, tumbuh
dan bertambah hari demi hari, pekan demi pekan dan bulan demi bulan.
Ketertarikan dan keterlibatan terhadap lembaga perbankan dan keuangan
Islam tidak hanya ditunjukkan oleh lembaga swasta mikro sekelas koperasi
tingkat desa, tetapi justru melibatkan otoritas moneter tertinggi di negeri
ini, yakni Bank Sentral atau Bank Indonesia. Di lembaga yang disebut
terakhir ini, sudah sejak beberapa tahun belakangan ini posisi unit yang
mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan syariah
ditempatkan di tingkat biro, dan bukan tidak mungkin seperti harapan
banyak pihak.

Selain itu, tumbuh dengan subur di seantero negeri berbagai kursus,
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sckolah atau bahkan perguruan tinggi yang membuka secara khusus
pengajaran sistem ekonomi Islam ini, belum lagi puluhan atau mungkin
mencapal ratusan lembaga studi atau penelitian yang mengkhususkan
diri dalam pengkajian dan diseminasi ilmu ekonomi syariah atau yang
terkait dengan itu.

Dalam tataran praktis, juga terlihat geliat yang sangat
menggembirakan ketika bank atau lembaga keuangan Islam lahir,
tumbuh dan bertambah hari demi hari, pekan demi pekan dan bulan
demi bulan. Ketertarikan dan keterlibatan terhadap lembaga perbankan
dan keuangan Islam tidak hanya ditunjukkan oleh lembaga swasta mikro
sckelas koperasi tingkat desa, tetapi justru melibatkan otoritas moneter
tertinggi di negeri ini, yakni Bank Sentral atau Bank Indonesia. Di
lembaga yang disebut terakhir ini, sudah sejak beberapa tahun belakangan
telah ada Direktorat Perbankan Syariah. Di samping itu, Departemen
Keuangan (Depkeu) juga memutuskan untuk membentuk sub-direktorat
asuransi syariah dan direktorat pembiayaan Syariah. Hal ini dilakukan
seiring pesatnya pertumbuhan industri asuransi syariah dan pembiayaan
Syariah di Indonesia sehingga perlu perhatian khusus pemerintah.
Bahkan pemerintah juga telah mengundangkan UU tentang perbankan
Syariah, SBSN, dan lain-lain serta mengeluarkan PP yang mendukung

perkembangan lembaga keuangan Syariah.

Strategi Merekatkokohkan NKRI dengan Ekonomi Islam

Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu
pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong
perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat
individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Menurut Michael
Haralambos dan Martin Holborn, Globalisasi adalah suatu proses dimana
batas-batas negara luluh dan tidak penting lagi dalam kehidupan sosial.
Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal

mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang
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matang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan SDM, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang
dimiliki dan kemampuannya.

2. Kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif
dalam berbagai sektor kehidupan.

3. Kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun
luar negeri/regional.

4. Kesiapan perekonomian rakyat.

Di bidang Pertahanan Negara, kemajuan tersebut sangat
mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap
kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional berkembang
menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik berasal dari luar
negeri maupun dari dalam negeri. Oleh karena itu kebijakan strategis
penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman
atau gangguan terhadap keamanah nasional. Kekuatan pertahanan
tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman tetapi juga untuk
membantu pemerintah dalam upaya pembangunan nasional dan tugas-
tugas internasional. Dari hasil perkiraan ancaman, Indonesia mempunyai
kepentingan strategis untuk mencegah dan mengatasi ancaman keamanan
tradisional dan nontradisional.

Ancaman keamanan tradisional yaitu ancaman yang berbentuk
kekuatan militer negara lain yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan
dan kebutuhan wilayah NKRI. Dalam menghadapi ancaman terhadap
kedaulatan dan kebutuhan wilayah, kebijakan pertahanan Indonesia
tetap mengacu pada prinsip sebagai bangsa yang cinta damai tetapi lebih
cinta kemerdekaan, yaitu mengutamakan tindakan pencegahan dengan
mengoptimalkan upaya diplomatik dalam kerangka Confidence Building
Measure (CBM) dan Preventive Diplomacy. Penggunaan kekuatan militer
untuk tujuan perang merupakan tindakan terpaksa yang harus dilakukan
sebagali jalan terakhir apabila cara-cara damai tidak membuahkan hasil.

Ancaman Keamanan Non-Tradisional yaitu ancaman yang terjadi
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akibat dinamika politik di sejumlah negara serta kesenjangan ekonomi
dunia yang makin lebar telah menyebabkan kondisi timpang yang lambat
laun berkembang dan menjalar melampaui batas-batas negara. Ancaman
keamanan non tradisional yang timbul di dalam negeri dengan motivasi
separatisme, akan dihadapi dengan mengedepankan cara-cara dialogis.
Penyelesaian masalah melalui cara cinta damai, diplomatik atau cara-
cara dialogis harus menggunakan pendekatan budaya. Pendekatan budaya
dalam pembangunan dan pembinaan kekuatan pertahanan adalah sebagai
fenomena yang mengelilingi kita setiap saat, yang secara terus menerus
terjadi dan tercipta oleh adanya interaksi dengan orang lain. Ciri utama
dari “Budaya” adalah sesuatu yang merupakan hasil bersama (shared), atau
kesepakatan kelompok (beld in common). Beberapa produk hasil bersama
antara lain adalah : bahasa, tradisi, kebiasaan, norma-norma kelompok,
nilai-nilai pendukung, seperti “kualitas produk”, filosofi kelompok, aturan
main, iklim kerja, kemampuan terpendam, cara berpikir, pengertian yang
sama serta simbol-simbol yang mempersatukan mereka. Tanggap akan
pengaruh budaya dengan memahami keragaman dan perbedaan budaya
akan mengurangi dampak negatif globalisasi (kegoncangan budaya dan

ketimpangan/ketertinggalan budaya).

Ekonomi Islam Salah Satu Model Alternatif Strategi
Merekatkokohkan NKRI

Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah studi tentang
pengelolaan harta benda menurut perpektif Islam (tadbir syu’un al-mal
min wijhah nazhar al-islam) (An-Nabhani, 1990). Secara epistemologis,
ckonomi Islam dibagi menjadi dua disiplin ilmu; Pertama, ekonomi Islam
normatif, yaitu studi tentang hukum-hukum syariah Islam yang berkaitan
dengan urusan harta benda (a/-mal). Cakupannya adalah: (1) kepemilikan
(al-milkiyah), (2) pemanfaatan kepemilikan (tasharruf fi al-milkiyah), dan
(3) distribusi kekayaan kepada masyarakat (fauzi’ al-tsarwabh baina al-nas).

Bagian ini merupakan pemikiran yang terikat nilai (value-bond) atau
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valuational, karena diperoleh dari sumber nilai Islam yaitu Al-Qur an
dan As-Sunnah, melalui metode deduksi (is#znbath) hukum syariah dari
sumber hukum Islam yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah. Ekonomi Islam
normatif ini oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (1990) disebut sistem
ckonomi Islam (an-nizham al-igtishadsi fi al-Iskim). Kedua, ekonomi Islam
positif, yaitu studi tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan
urusan harta benda, khususnya yang berkaitan dengan produksi barang
dan jasa. Cakupannya adalah segala macam cara (us/ub) dan sarana
(wasilah) yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Bagian
ini merupakan pemikiran universal, karena diperoleh dari pengalaman
dan fakta empiris, melalui metode induksi (is#igra’) terhadap fakta-fakta
empiris parsial dan generalisasinya menjadi suatu kaidah atau konsep
umum (Husaini, 2002). Bagian ini tidak harus mempunyai dasar konsep
dari al-Qur’an dan as-Sunnah, tapi cukup disyaratkan tidak boleh
bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah. Ekonomi Islam positif
ini oleh Syaikh Tagiyuddin an-Nabhani (1990) disebut ilmu ekonomi
Islam (al-2lmu al-igtishadi fi al-islam).

Tidak bisa dipungkiri, bahwa sebutan ekonomi Islam melahirkan
kesan yang beragam. Bagi sebagian kalangan, kata “Islam” memposisikan
Ekonomi Islam pada tempat yang sangat eksklusif, sechingga
menghilangkan nilai kefitrahannya sebagai tatanan bagi semua manusia
(rabmatan lil'alamin). Bagi lainnya, ekonomi Islam digambarkan sebagai
ckonomi hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri
khas spesifik yang dimiliki oleh Ekonomi Islam itu sendiri hilang;

Umar Chapra menyebut ekonomi Islam dengan Ekonomi Tauhid.
Tapi secara umum dapat dikatakan sebagai divine economics. Cerminan
watak “Ketuhanan” ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya
—sebab pelakunya pasti manusia—tetapi pada aspek aturan atau sistem
yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada
keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada

dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepadaNya (kepada aturanNya)
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dikembalikan segala urusan.

Sebagai ekonomi yang ber-Tuhan maka Ekonomi Islam—
meminjam istilah dari Ismail Al Farugi—mempunyai sumber “nilai-nilai
normatif-imperatif ”’, sebagai acuan yang mengikat. Dengan mengakses
kepada aturan Ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral
dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang
secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal

memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.

Paradigma Sistem Ekonomi Islam

Paradigma merupakan istilah yang dipopulerkan Thomas Khun
dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution (Chicago: The Univesity
of Chicago Prerss, 1970). Paradigma di sini diartikan Khun sebagai
kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan
atau pijakan suatu teori. Pemikir lain seperti Patton (1975) mendefinisikan
pengertian paradigma hampir sama dengan Khun, yaitu sebagai “a world
view, a general perspective, a way of breaking down of the complexity
of the real world.” [suatu pandangan dunia, suatu cara pandang umum,
atau suatu cara untuk menguraikan kompleksitas dunia nyata] (Fakih,
2001). Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (2001) menggunakan istilah lain
yang maknanya hampir sama dengan paradigma, yaitu al-ga idabh fikriyah,
yang berarti pemikiran dasar yang menjadi landasan bagi pemikiran-
pemikiran lainnya.

Dengan pengertian itu, paradigma sistem ekonomi Islam ada 2
(dua), yaitu: Pertama, paradigma umum, yaitu Aqidah Islamiyah yang
menjadi landasan pemikiran (al-ga’idah fikriyah) bagi segala pemikiran
Islam, seperti sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem
pendidikan Islam, dan sebagainya. Agidah Islamiyah di sini dipahami
bukan sekedar sebagai Aqidah Ruhiyah (aqidah spiritual), yakni agidah
yang menjadi landasan aktivitas-aktivitas spiritual murni seperti ibadah,

namun juga sebagai Agidah Siyasiyah (aqgidah politis), yakni agidah yang
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menjadi landasan untuk mengelola segala aspek kehidupan manusia tanpa
kecuali termasuk ekonomi.

Kedua, paradigma khusus (cabang), yaitu sejumlah kaidah umum
dan mendasar dalam Syariah Islam yang lahir dari Aqidah Islam, yang
secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam.
Paradigma khusus ini terdiri dari tiga asas (pilar), yaitu: (1) kepemilikan
(al-milkiyah) sesuai syariah, (2) pemanfaatan kepemilikan (tasharruf fi
al-milkiyah) sesuai syariah, dan (3) distribusi kekayaan kepada masyarakat
(tauzi’ al-tsarwah baina al-nas), melalui mekanisme syariah.

Dalam sistem eckonomi Islam, tiga asas tersebut tidak boleh
tidak harus terikat dengan syariah Islam, sebab segala aktivitas manusia
(termasuk juga kegiatan ekonomi) wajib terikat atau tunduk kepada syariah
Islam. Sesuai kaidah syariah, A~Ashlu fi al-af al al-tagayyndu bi al-hukm
al-syar’i (Prinsip dasar mengenai perbuatan manusia, adalah wajib terikat
dengan syariah Islam) (Ibnu Khalil, 2000).

Paradigma sistem ekonomi Islam tersebut bertentangan secara
kontras dengan paradigma sistem ckonomi kapitalisme saat ini, yaitu
sekularisme. Aqidah Islamiyah sebagai paradigma umum ekonomi Islam
menerangkan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus ideologi sempurna
yang mengatur segala asek kehidupan tanpa kecuali, termasuk aspek
ekonomi (lihat Qs. al-Ma’idah [5]: 3; Qs. an-Nahl [16]: 89) (Zallum, 2001).

Paradigma Islam ini berbeda dengan paradigma sistem ekonomi
kapitalisme, yaitu sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan).*1)
Paham sekularisme lahir sebagai jalan tengah di antara dua kutub
ckstrem, yaitu di satu sisi pandangan Gereja dan para raja Eropa bahwa
semua aspek kehidupan harus ditundukkan di bawah dominasi Gereja.
Di sisi lain ada pandangan para filosof dan pemikir (seperti Voltaire,
Montesquieu) yang menolak eksistensi Gereja. Jadi, sekularisme sebagai
jalan tengah pada akhirnya tidak menolak keberadaan agama, namun
hanya membatasi perannya dalam mengatur kehidupan. Agama hanya ada

di gereja, sementara dalam kehidupan publik seperti aktivitas ekonomi,
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politik, dan sosial, tidak lagi diatur oleh agama (An-Nabhani, 2001).

Selanjutnya, karena agama sudah disingkirkan dari arena kehidupan,
lalu siapa yang membuat peraturan kehidupan? Jawabnya adalah: manusia
itu sendiri, bukan Tuhan, karena Tuhan hanya boleh berperan di bidang
spiritual (gereja). Lalu agar manusia bebas merekayasa kehidupan
tanpa kekangan Tuhan, maka manusia harus diberi kebebasan (freedon/
al-hurriyat) yaitu; kebebasan beragama (burriyah al-agidah), kebebasan
berpendapat (burriyah al-ra’yi), kebebasan berperilaku (al-hurriyah al-
syahshiyah), dan kebebasan kepemilikan (hurriyah al-tamalluk). Bertitik
tolak dari kebebasan kepemilikan inilah, lahir sistem ekonomi kapitalisme.
Dari tinjauan historis dan ideologis ini jelas pula, bahwa paradigma sistem
ckonomi kapitalisme adalah sekularisme (An-Nabhani, 2001).

Sekularisme ini pula yang mendasari paradigma cabang kapitalisme
lainnya, yaitu paradigma yang berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan
kepemilikan, dan distribusi kekayaan (barang dan jasa) kepada masyarakat.
Semuanya dianggap lepas atau tidak boleh disangkutpautkan dengan
agama.

Berdasarkan sekularisme yang menafikan peran agama dalam
ckonomi, maka dalam masalah kepemilikan, kapitalisme memandang
bahwa asal usul adanya kepemilikan suatu barang adalah tetrletak pada
nilai manfaat (utility) yang melekat pada barang itu, yaitu sejauh mana
ia dapat memuaskan kebutuhan manusia. Jika suatu barang mempunyai
potensi dapat memuaskan kebutuhan manusia, maka barang itu sah untuk
dimiliki, walaupun haram menurut agama, misalnya babi, minuman keras,
dan narkoba. Ini berbeda dengan ekonomi Islam, yang memandang
bahwa asal usul kepemilikan adalah adanya izin dari Allah SWT (idzn
Asy-Syari’) kepada manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Jika Allah
mengizinkan, berarti boleh dimiliki. Tapi jika Allah tidak mengizinkan
(vaitu mengharamkan sesuatu) berarti barang itu tidak boleh dimiliki.
Maka babi dan minuman keras tidak boleh diperdagangkan karena
keduanya telah diharamkan Allah, yaitu telah dilarang kepemilikannya
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bagi manusia muslim (An-Nabhani, 1990).

Dalam masalah pemanfaatan kepemilikan, kapitalisme tidak
membuat batasan tatacaranya (ka/fiyab-nya) dan tidak ada pula batasan
jumlahnya (kamiyah-nya). Sebab pada dasarnya sistem ekonomi
kapitalisme adalah cermin dari paham kekebasan (freedom/liberalism) di
bidang pemanfaatan hak milik. Maka seseorang boleh memiliki harta
dalam jumlah berapa saja dan diperoleh dengan cara apa saja. Walhasil
tak heran di Barat dibolehkan seorang bekerja dalam usaha perjudian
dan pelacuran.

Sedangkan ekonomi Islam, menetapkan adanya batasan tatacara
(kaifiyah-nya), tapi tidak membatasi jumlahnya (kamiyah-nya). Tatacara itu
berupa hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan cara pemanfaatan
(tasharruf) harta, baik pemanfaatan yang berupa kegiatan pembelanjaan
(infagul mdl), seperti nafkah, zakat, shadaqah, dan hibah, maupun berupa
pengembangan harta (Zanmiyatul mal), seperti jual beli, ijarah, syirkah,
shina’ah (industri), dan sebagainya. Seorang muslim boleh memiliki harta
berapa saja, sepanjang diperoleh dan dimanfaatkan sesuai syariah Islam.
Maka dalam masyarakat Islam tidak akan diizinkan bisnis perjudian dan
pelacuran, karena telah diharamkan oleh syariah.

Dalam masalah distribusi kekayaan, kapitalisme menyerahkannya
kepada mekanisme pasar, yaitu melalui mekanisme harga keseimbangan
yang terbentuk akibat interaksi penawaran (supply) dan permintaan
(demand). Harga berfungsi secara informasional, yaitu memberi informasi
kepada konsumen mengenai siapa yang mampu memperoleh atau tidak
memperoleh suatu barang atau jasa. Karena itulah peran negara dalam
distribusi kekayaan sangat terbatas. Negara tidak banyak campur tangan
dalam urusan ekonomi, misalnya dalam penentuan harga, upah, dan
sebagainya. Metode distribusi ini terbukti gagal, baik dalam skala nasional
maupun internasional. Kesenjangan kaya miskin sedemikian lebar.

Sedikit orang kaya telah menguasai sebagian besar kekayaan, sementara

sebagian besar manusia hanya menikmati sisa-sisa kekayaan yang sangat sedikit.
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Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan terwujud melalui mekanisme
syariah, yaitu mekanisme yang terdiri dari sekumpulan hukum syariah
yang menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat.
Mekanisme syariah ini terdiri dari mekanisme ekonomi dan mekanisme
non-ekonomi.

Mekanisme ekonomi adalah mekanisme melalui aktivitas ekonomi
yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta
(tanmiyatul mal) dalam akad-akad muamalah dan sebab-sebab kepemilikan
(asbab at-tamalluk) (An-Nabhani, 1990). Mekanisme ini, misalnya
ketentuan syariah yang: (1) membolehkan manusia bekerja di sektor
pertanian, industri, dan perdagangan; (2) memberikan kesempatan
berlangsungnya pengembangan harta (tanmiyah mal) melalui kegiatan
investasi, seperti dengan syirkah inan, mudharabah, dan sebagainya; dan
(3) memberikan kepada rakyat hak pemanfaatan barang-barang (SDA)
milik umum (a/-milkiyah al-amah) yang dikelola negara seperti hasil hutan,
barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan
rakyat.

Sedang mekanisme non-ekonomi, adalah mekanisme yang
berlangsung tidak melalui aktivitas ekonomi yang produktif, tetapi
melalui aktivitas non-produktif. Misalnya dengan jalan pemberian
(hibah, shadakah, zakat, dan lain-lain) atau warisan. Mekanisme non-
ckonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu
untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika
hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata, baik yang disebabkan
adanya sebab alamiah seperti bencana alam dan cacat fisik, maupun sebab
non-alamiah, misalnya penyimpangan mekanisme ekonomi (seperti
penimbunan).

Mekanisme non-ekonomi bertujuan agar di tengah masyarakat
segera terwujud keseimbangan (a/-tawazun) ekonomi, dan memperkecil
jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Mekanisme ini

dilaksanakan secara bersama dan sinergis antara individu dan negara.
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Mekanisme non-ekonomi ada yang bersifat positif (zabiyah) yaitu
berupa perintah atau anjuran syariah, seperti: (1) pemberian harta negara
kepada warga negara yang dinilai memerlukan, (2) pemberian harta zakat
yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik, (3) pemberian
infaq, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada
yang memerlukan, dan (4) pembagian harta waris kepada ahli waris, dan
lain-lain.

Ada pula yang mekanisme yang bersifat negatit (salbiyah) yaitu
berupa larangan atau cegahan syariah, misalnya (1) larangan menimbun
harta benda (uang, emas, dan perak) walaupun telah dikeluarkan
zakatnya; (2) larangan peredaran kekayaan di satu pihak atau daerah
tertentu; (3) larangan kegiatan monopoli serta berbagai penipuan yang
dapat mendistorsi pasar; (4) larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap
dan hadiah kepada para penguasa; yang ujung-ujungnya menyebabkan

penumpukan harta hanya di tangan orang kaya atau pejabat.

Bangunan Ekonomi Islam

Karim (2003) dalam bukunya yang betjudul Bank Isian, Analisis Figh
dan Kenangan, menjelaskan bahwa bangunan ekonomi Islam didasarkan
atas lima nilai universal, yaitu:

1. Tauhid (Keimanan).

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia
secara menyeluruh akan menyerahkan segala aktifitasnya kepada Allah.
Oleh karena itu, segala aktifitas akan selalu dibingkai dalam kerangka
hubungan kepada Allah.

2. Ad/ (Keadilan).

Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tindakan tidak menzhalimi
dan dizhalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku
ckonomi tidak dibolehkan untuk mengejarkan keuntungan pribadi, namun
merugikan orang lain atau merusak alam.

3. Nubuwwah (Kenabian).
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Salah satu fungsi dari Rasul adalah untuk menjadi model terbaik
bagi manusia yang harus diteladani untuk mendapatkan keselamatan dunia
dan akhirat. Nabi Muhammad adalah model terbaik yang utus Allah untuk
dijadikan tauladan oleh seluruh manusia. Keteladanan Nabi Muhammad
mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk teladan dalam bertransaksi
ckonomi dan bisnis. Empat sifat utama Nabi yang dapat dijadikan teladan
adalah siddig, amanab, fathanah, dan tabligh.

4. Khalifah (Pemerintahan).

Dalam Al Quran, Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan
adalah untuk menjadi £balifah dibumi. Peran £halifah adalah untuk menjadi
pemimpin dan pemakmur bumi.

5. Ma’ad (Hasil).

Implikasi nilai ini adalah dalam perekonomian dan bisnis bahwa
motivasi para pelaku bisnis adalh untuk mendapatkan hasil di dunia (laba/
profit) dan hasil di akhirat (pahala).

Kelima nilai dasar ini menjadi dasar inspirasi untuk untuk menyusun
proposisi-proposisi dan teoti-teori ekonomi Islam. Dari kelima nilai-nilai
universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-citi
dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah:

1. Multitype ownership (Kepemilikan Multijenis)

Nilai tauhid dan keadilan melahirkan konsep Multitype ownership
atau kepemilikan multijenis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, prinsip
umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta atau pemodal,
sedang dalam sistem ekonomi sosialis yang berlaku adalah kepemilikan
negara. Dalam sistem ekonomi Islam, mengakui bermacam bentuk
kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran.

2. Freedom to act (Kebebasan bertindak dan berusaha)

Keempat sifat utama Nabi jika digabungkan dengan nilai keadilan
dan nilai khalifah akan melahirkan prinsip freedom fo act atau kebebasan
bertindak dan berusaha bagi setiap muslim. Islam memberikan kebebasan

kepada setiap muslim dalam hal Mwamalah, namun kebebasan tersebut
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memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.

3. Social justice (Keadilan Sosial)

Prinsip Social Justice lahir dari gabungan nilai khalifah dan nilai
ma’ad. Semua sistem ekonomi yang ada pasti memiliki tujuan yang sama
yaitu untuk menciptakan sistem perekonomian yang adil. Keadilan dalam
pendistribuasian kekayaan adalah bagian dari prinsip ekonomi Islam.
Islam melarang umatnya untuk menumpuk kekayaan pada satu kelompok,
namun kekayaan haruslah didistrbusikan secara merata. Kewajiban
Zakat, Infak, dan shadaqah bagi golongan yang mampu adalah bentuk
pendistribusian kekayaan dalam ekonomi Islam.

Di atas semua nilai dan prinsip tersebut, dibangunlah konsep yang
memayungi semuanya, yaitu konsep .A&blak. Akhlak menempati posisi
puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi.
Akhlaq inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis
dalam melakukan aktivitasnya.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah dijelaskan diatas
membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam, jika digambarkan

sebuah bangunan ekonomi Islam dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Pt Perdakii
__.-""-- H'*-q,_ s | Islany dalag
= H'm,_. basiais clan
= Afiiag T ekonemi
- - L
Prinsip
Sistem
Muirifype Freao Socal Elkanca
ChitiEsn fo Act Jnelieg Tsbam
Tireohid Aal Nubinismh Aihfak Ma'ad Ef::?mmi
* | Kl

Ada dua fungsi negara dalam roda perekonomian: Melakukan
pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian dari adanya
penyelewengan atau distorsi seperti; monopoli, upah minimum, harga

pasar dll. Peran negara dalam distribusi kekayaan dan pendapatan serta
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kebijakan fiskal yang seimbang.

Inilah model atau sistem ekonomi Islam yang menunjang
terbentuknya masyarakat Adil dan makmur. Pendekatan Islam terhadap
sistem ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban
manusia sebagai satu kesatuan, pendekatan ini sangat relevan dan amat
mendesak untuk dialamatkan kepada perckonomian yang konfleks

dewasa ini.

SIMPULAN

Dengan memahaminya, diharapkan umat Islam terdorong untuk
menerapkannya dan sekaligus mengetahui perbedaan ekonomi Islam dengan
ckonomi kapitalisme yang tengah diterapkan. Sudah saatnya sistem ekonomi
kapitalisme yang hanya menimbulkan penderitaan itu kita hancurkan dan
kita gantikan dengan ekonomi Islam yang insya Allah akan membawa
barakah bagi kita semua. Marilah kita renungkan firman Allah SWT:
“Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan berrtakwa, niscaya
akan Kami limpahkan bagi mereka barakah dari langit dan bumi, tapi
mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka
disebabkan perbuatannya itu.” (Qs. al-A’raf: 96).

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dibidang social, maka di
petlukan suatu penyusunan konsep yang ideal, agar tercipta masyarakat
yang sejahtera, tidak minus dibidang ekonomi yang dapat menghasilkan
kemiskinan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Konsep untuk menyelenggarakan kesejahteraan social,
membutuhkan suatu paradigma pemikitan yang real dalam menempatkan
konsep pemikiran tentang kesejahteraan social, melalui pengembangan
sumberdaya masyarakat, menciptakan kondisi social yang kondusf di
Indonesia, dan dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin sumber
daya alam di Negara Indonesia, untuk kepentingan masyarakat Indonesia
secara universal. Konsep kesejahteraan terkandung dalam ekonomi Islam

bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baldatun
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thoyyibatun wa robbun ghofur yang dapat menjadi negara yang aman

dan sejahtera serta dapat mewujudkan ketahanan NKRI.
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